
BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR: 52 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (6) Peraturan
Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa YangBersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dan Pasal 19 ayat (1)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020
Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentangTata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632 1);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

8.

. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor Tana
Tidung Nomor 48 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020
Nomor 48).

9.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya
disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang
di alokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka
mendanai pelaksanaan urusan yang terlah diserahkan
kepada Daerah dan Desa.

7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang
dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945.

8. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah
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kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyrakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat9.
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Desa.

Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan
persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi
secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster
jumlah penduduk.
Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada
Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada
Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung
berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka
kerniskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat
kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat
IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan
geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan
harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya
disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan
tingkat kesulitan geografis suatu Desa.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran
negara pada bank sentral.

Rekening Kas Umurn Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau
walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan.
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21.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah
rekening penyimpanan uang tempat Pemerintahan Desa
yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk
membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum
yang ditetapkan.
Bantuan Langsung Tonai Desa yang selanjutnya
disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada
keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang
bersumber dari Dana Desa untu mengurangi dampak
eknomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease
2019 (COV/D-19).

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN DANA DESA

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa tahun Anggaran 2021
dialokasikan secara merata dan berkeadilan
berdasarkan:
a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi;
c. Alokasi Kinerja; dan
d. Alokasi Formula.
Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima
persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata
kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah
penduduk.
Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari
anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada
Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari
anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja
terbaik.
Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), berdasarkan indikator penilaian:
a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima
Alokasi Afirmasi; dan

b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20%
(dua puluh persen);

2.pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%
(duapuluh persen);

3.capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25%
(dua puluh lima persen); dan

4.capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot
35% (tiga puluh lima persen).

(S)

(6) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat

rT



(1) huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu
persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkanindikator:
a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh

persen);
b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat

puluh persen)
c. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh

persen); dan
d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga

puluh persen).

Pasal 3
(1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa dihitung denganbobot dan data penghitungan:

a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan

geografis
(2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan

rumus:

AF Desa = {0,10 x Zl) + (0,40 x Z2) + (0,20 x Z3) + (0,30 x
ZA)} x AF Kab

Keterangan:
AF Desa =Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total

penduduk Desa Daerah kabupaten
22 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap

total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten
Z3 =rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas

wilayah Desa Daerah kabupaten
Z4 =rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah

kabupaten
AF Kab = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 4

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap
Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana_hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD.



(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota
dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke
RKD se bagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa
dari bupati.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:3

a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa

setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa
untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan
bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesatu sarnpai dengan bulan kelima paling cepat
bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling
cepat masing-masing bulan berkenaan untuk
bulan kedua sampai dengan bulan kelima;

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa

setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa
untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan
bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling
cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling
cepat masing-masing bulan berkenaan untuk
bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh;
dan

c. tahap Ill sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa

setiap Dega dikurangi kebutuhan Dana Desa
untuk BLT Dega bulan kesebelas sampai dengan
bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan

2. Kebutuhan Dana Dega untuk BLT Desa bulan
kesebelas sampai dengan bulan kedua belas
paling cepat bulan November untuk bulan
kesebelas dan paling cepat akhir bulan November
bulan kedua belas.

Pasal 5

(1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA



Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa
menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati
secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian

dan penetapan rincian Dana Dega setiap Desa;
2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (4) huruf b angka I berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran Dana Dega tahap I menunjukkan rata-
rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar
35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa
tahap I yang telah disalurkan;

3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa atau
peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak
terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
dan

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif
sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah
Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:

a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai
dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor
oleh kepala Desa ke RKUD; dan

b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran
2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019;
dan

c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II

menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan
paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang



telah disalurkan; dan
2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat

Desa tahun anggaran sebelumnya.
(2)Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun

Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II
Tahun Anggaran 2021 juga di tambahkan dokumen
persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak
terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang
memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup
anggaran per bulannya.

(3) Dalam hal bupati melakukan perubahan peraturan bupati
mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian
Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga
ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan
bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan
penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.

(4)Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat
kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf
a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan
pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran
tahap I pertama kali.

(5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf
b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase
capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

(6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka
2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,
kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan
keluaran, dan capaian keluaran.

(7) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang
ditandatangani oleh bupati, wakil bupati, atau pejabat
yang ditunjuk.

(8)Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam
bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen fisik
(hardcopy).

(9)Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada



ayat (8) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
(OM SPAN).

Pasal 6

(1) Dana Dega tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan
kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a angka 2,
disalurkan dengan ketentuan:

a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman
jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang
berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk
penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesatu; dan

b. Dana Dega untuk BLT Desa bulan kedua sampai
dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan
disalurkan setelah bupati melakukan perekaman
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b
angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan
kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah
bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat bulan sebelumnya.

(3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c
angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan
kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah
bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat bulan sebelumnya.

(4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
(OM SPAN)

(5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31
Desember.

(6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jurnlah yang
diperoleh dari realisasi jurnlah keluarga penerima
manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau
hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT

JS



Desa tahun berkenaan.

(7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat
BLT Desa, Dana Dega disalurkan dengan besaran
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (4) tanpa
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

(8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa
mengenai penetapan keluarga penerirna manfaat BLT
Dega sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf b angka 3, bupati menyampaikan perubahan
peraturan kepala dega dimaksud melalui aplikasi Online
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara (OM SPAN) paling larnbat tanggal 31 Desember.

(9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesatu. tidak dilaksanakan mulai bulan Januari,
penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk
bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum
disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
BLT Dega bulan sebelumnya.

10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah
direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah
keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada
bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf
a, Dana Dega untuk BLT Desa bulan kedua sampai
dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar
kebutuhan BLT Desa setiap bulan.

Pasal 7

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran kepada bupati, secara lengkap dan benar
dengan ketentuan:

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
b. tahap Il berupa:

1. laporan realisasi pennyerapan dan pencapaian
keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahap I menunjukkan rata- rata
realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50%
(lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga
puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang
telah disalurkan;



3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa atau
peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak
terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif
sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai
dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan

c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata
capaian keluaran menunjukkan paling sedikit
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana
Desa tahap II yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun
anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, penyaluran tahap I] Tahun Anggaran
2021 ditambahkan dokumen persayaratan berupa
peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon
keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi
kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per
bulannya.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung
berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari
seluruh kegiatan setiap Desa.

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
angka 2 dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai dengan
tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan,
uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan
capaian keluaran.

(5) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala
Desa menyampaikan permintaan perubahan _tabel
referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

(6) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh
Kementerian Dalam Negeri.



Pasal 8

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk
kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan
kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1),
kepala Desa memenuhi ketentuan:

a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah
keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku
selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana
Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada bupati;
dan

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai
dengan bulan kelima masing-masing bulan
disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
sebelumnya kepada bupati.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan
keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) masing-masing bulan
disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data
realisasi jurnlah keluarga penerima manfaat bulan
sebelumnya kepada bupati.

(3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan
kesebelas sampai dengan bulan kedua belas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) masing-
masing bulan’ disalurkan’ setelah kepala Dega
menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.

(4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada
bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

(5)Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang
diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau
hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT
Desa tahun berkenaan.

(6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Dega
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf b angka 3, kepala Desa menyampaikan perubahan
peraturan kepala desa dimaksud kepada bupati paling
lambat minggu ketiga bulan Desember.

(7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data



realisasi jurnlah keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (4).

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

(1)Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk
pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas
di Desa.

(2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai,
pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor
usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa
melalui Badan Usaha Milik Desa.

(3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa
Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan,
perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan
perbaikan fasilitas kesehatan.

(4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam
penggunaan Dana Desa.

(5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka
menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19).

(6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

(7) Prioritas penggunaan Dana Desa tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan
melaksanakan BLT Desa;

(2) BLT Dega sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diberikan
kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili

di Dega bersangkutan; dan
b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga

Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja,
Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial



Pemerintah lainnya.
(3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa

sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) merupakan petani,
BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian
pupuk.

(4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan
ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.

(5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dega
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS) dari Kementerian Sosial.

(6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu
rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan
kedua belas per keluarga penerima manfaat.

(7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai
bulan Januari.

(8) Dalam hal pembayaran BLT Dega bulan kedua sampai
dengan bulan kedua belas lebih begar dari kebutuhan
BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa
bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana
Desa untuk BLT Desa setiap bulan

(9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai
dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan
BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa
diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pernulihan
ekonomi lainnya di Desa.

(10)Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat
BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala
Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak
terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.

(11)Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan,
penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa
dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi mengenai _prioritas
penggunaan Dana Desa.

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa
diutamakan secara swakelola dengan menggunakan
sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan
lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat



Desa setempat.

Pasal 12

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana
Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.

(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab_ terhadap
Ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana
Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap
tahap penyaluran.

(3) PA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung
jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah
Desa.

(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan
pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai
kewenangan masing-masing.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 13

(1)Kepala Desa dengan dikoordinasi oleh Camat
menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Desa setiap tahap kepada Bupati cq Kepala Dinas
Pemberdayaan masyarakat dan desa serta kepala Badan
Keuangan;

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun

anggaran sebelumnya; dan
b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I

(3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
disampaikan paling lambat minggu kedua bulan
Februari tahun berjalan;

(4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli
tahun anggaran berjalan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

(1) Terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian



keluaran dilakukan oleh KPPN dan dapat dimintakan
konfirmasi serta klarifikasi kepada Bupati.

(2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas.
a. sisa Dana desa di Rekening Kas Desa; dan/atau
b. capaian keluaran Dana Desa.

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim
Asistensi/evaluasi Kabupaten dan Tim Asistensi/evaluasi
Kecamatan atas penyaluran dan pengunaan dana desa.

(4)Pemantauan sisa Dana Desa di RKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk
mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.

(5) Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diperhitungkan dengan
penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran
berjalan.

(6) Hasil pemantaun dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan
dan perbaikan pengelolaan Dana Desa oleh Bupati.

(7) Pemantauan dan evaluasi capaian keluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk
mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang
dibiayai Dana Desa.

Pasal 15

(1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas
sisa Dana Desa Rekening Kas Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 huruf a ditemukan sisa
Dana Desa RKD, Bupati:
a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai

sisa dana desa desa rekening kas desa tersebut;
dan/atau

b. meminta aparat pengawas fungsional kabupaten
untuk melakukan pemeriksaan.

(2) permintaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada
huruf a difasilitasi oleh Camat.

(3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana
Desa dimaksud pada ayat (1) dalam rancangan APB Desa
tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan
sisa Dana Desa tersebut.

(4) Dalam hal Rancangan APB Desa tahun anggaran
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
ditetapkan, sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan
mendahului penetapan peraturan desa_ tentang
perubahan APB Desa dengan cara menetapkan Peraturan
Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa
dan memberitahukan kepada Badan Pennusyawaratan
Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan



Desa tentang Perubahan APB Desa atau dicantumkan
dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa
yang tidak melakukan Perubahan APB Desa.

Pasal 16

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa dibidang pembangunan
Desa dan pemberdayaan masyarakat desa_ wajib
dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat
desa di ruang publik dan mudah di akses masyarakat
Desa.

(2)Dalam publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditegaskan dilakukan secara
swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran
masyarakat desa.

(3)Sarana Publikasi dapat dilakukan melalui:
baliho;
papan infonnasi;
media elektronik;
media cetak;
media sosial;
website desa ;

selebaran (leaflet);
pengeras suara diruang publik; atau

i. media lainnya sesuai kondisi desa.
(4)Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan

Dana Desa diruang publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bupati memberikan sanksi administrasi sesuai
dengan ketentuan peraturan pemdang-undangan kepada
Kepala Desa selaku penanggung jawab pengelolaan
keuangan dan aset desa.
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BAB VII
SANKSI

Pasal 17

(1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran
Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun
anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan
Desa, berupa:
a. kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa

dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/

atau ketidakjelasan status hukum.
(2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara

hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan
kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a.



(3) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai
tersangka, bupati menyampaikan surat permohonan
penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian
Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan.

(4) Kementerian Keuangan c.g. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian
penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
a. Surat permohonan dari bupati sebagaimana

dimaksud pada ayat (3); atau
b. Surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait

atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b.

(5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat
permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari
kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana
Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

(6) Dalam hal surat permohonan dari bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana
Desa tahap III tahun anggaran berjalan disalurkan,
penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran
berikutnya dihentikan.

(7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui
surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada
Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan
bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 18

(1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), tidak dapat
disalurkan kembali ke RKD.

(2)Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a,
berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun
anggaran berikutnya_ setelah periode penghentian
penyaluran Dana Desa.

(3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima
surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran
Dana Desa dari bupati paling lambat tanggal 30 Juni
tahun anggaran berjalan.

(4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum



tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/
atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap.

(5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b,
dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c. q. Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan menerima_ surat
rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana
Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat
tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

(6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni
tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk
tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk
Desa tersebut telah dialokasikan.

(7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan
surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) atau surat rekomendasi_ dari
kementerian /lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) menerbitkan surat pencabutan penghentian
penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada
Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan
bupati atau kementerian/ lembaga terkait.

Pasal 19

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT
Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran
2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar
50% {lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan
disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa
untuk BLT Desa setiap tahapan.

(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal
berdasarkan hasil musyawarah Desa
khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon
keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi
kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran setiap
bulannya.

(4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam
peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah
Daerah kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi
pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada
penyaluran Dana Desa dalam aplikasi Online Monitoring



Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
Pasal 20

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT
Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021,
dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50%
(lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan
disalurkan pada tahap Il Tahun Anggaran 2022.

(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal
berdasarkan hasil musyawarah Desa
khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon
keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi
kriteria.

(3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalarn
peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah
Daerah kabupaten/ kota atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disampaikan oleh bupati kepada kepala KPPN selaku
KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana
Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)
sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap I] pada
Tahun Anggaran 2022.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati
Tana Tidung Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah di ubah dengan
Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun
2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 dan
perubahan terakhir Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor
20 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun
Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkap’di Tideng Pale
pada tapggal 31 Desember 2020

BUPATLFANA TIDUNG,L

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di
pada tanggal 31 Desember 2020

DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,SEKRET

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020

a



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
nomMor 52 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN
2021

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

frupiah}
Alokasi Formula

No.
Kecamatan

Nama Dosa Klaster iP Alokast Sasor aloe tom | Aes nie aie Alokast Kinerfa
—

ines save Total Bobet. | Alckasi Formula
damiah Penduduk.

eas

sk Bobot Misidn Sobot tugs Wiayah | Realeluas Wilaysh Bobot pone
Bobet

re iy fu] i? fd fey 7 £5) 120} fai)
{32h a3)

Gas)
{Oy

(38) £19) £20) Qi S24} (24) 256.51222a) Bs) £2732 (JAMELI)
1 |Sesayap Tideng Pale 4) 721,575,000 |MAU 5 : 53} 53.180671 4) 288,153,000 5,337] (0220146022) 0.022014602] 104 0.06824347| 0,027296588 11g €,023938563/ 0.004787713 12} ¢.008212337

0,002863704!
9,056562604} 1,407,070,000 | 2.416,798,000

2 jSesayap Limbu Seduiun 2} 561,574,000 [Malu 4 : 49) 48.7290634] v7 -
g9| 0,020583261] 9.002058326 2 0,001212236 0.000524934 45 c.0023114t1| 0.001862282 52) 0036114933

0.01083448
9,015280023} 380,111,000 941,625,000

3. |Sesayap Sebidal 2} 561,574,000 |BERKEMBANG
rt

- 46) 45.6501076| 27 - 777 0,032050¢88) 0.003205049 12 0,007874016 0.003149606 4a €.008452589/ 6.001230518 43; 0.03006876
0,009020628

9,017235801| 428,017,000 983,591,000

4 |Sesayap Sedutun 2} 561,574,000 |BERKEMBANG y - 51] 51.4168007 g - 520} 0.021449491] 0,002144949]
E) 0,005805542 0.002362205 376 €,077405358] 0,015481072| 52l 0.036178633 0,01085269] —-9,030840915) 767,209,000} —1,328,783,000

5 |Sesayap Tideng Pale Timur 3] 641,574,000 IMAIU 5 - 52] 523083049 3 . 2,352 0.097017696) —0.00970177 99
0.06496063| 0.025984252 49 €.019221773| 0.002024355 39) 0027036366

0,00812091 9.045821286} 1,139.865,000] 1,781,439,000

6 |sesayap Gunawan 2] $61,574,000 |BERKEMBANG i - 52] 52.390447q| 4 - 418 0,017242091] 0.003724209 10 0,00656268 0.002624672 253 052063321) 0.010412824 43] 0.029910895
0,008973269 0.023734974] $90,439,000] 1,152,013,000

7 |Sesayap Sebawang 2] 561,574,000 IBERKEMBANG 5 - 49) 42.8829315)
14]

- 255 0.005185} 0.00105285) 7 0.004593176 0.00183727 a3 c.003s39841/ 0.001787968 42] 0.025190019 0.008757006 2.013434094/ 334,191,000 895,765,000

8 |Sesayap Hilir Sesayap 3) 841,574,000 |MAIU
iy

- 49] 48.5985763 20 :
1,699 0,066369674 0.006636967 0.005249244' 0,002099738 78 €.018213709] 6.003222742 30| 0.020737814 0,00622:384 9.018180791} 452,271,000} —1,093,845,000

9 |Sesayap Hilir Sengkong 3] 564,574,000 |BERKEMBANG 3 51{ 50.6431988 10 338 0,013942169} 0.001394217 58 0.038057745; 0.015223097 a2 6008745561] 0.001749342 47| 0.032745647|
0,009823694 0,02819012| 701,267,000 | 1,262,841,600

10 |Sesayap Milir Bebatu 2} 564,574,000 |BERKEMBANG 4 4g} 491449607 13 : 633 0,028585572| 0,002858557 59
0.038713913] 0.015485564 99 €,020369262) 0.004072052 40! 0.027583505 €.008275051 3.030691225| 763,485,000 | _1.325,059,000

14. |Sesayap Hilir Bandan Bikis 2] 562,574,000 [BERK
5 44) 44.0664175| 30 - 798 0.029321808} 0.002912181 109 0,07152231) 0.028608924 62 0,012697647 0.002539529] 40] 0.027512642 0,008253793 2,042314427| —1,052,628,000 | 1,614,202,000

12 |Sesayap Hilir Sepala Datung 3] $41,574,000 IMfuu 7 - 53] 52.9992982 5 : 1,422 0.058656107] 0.00S86561)) 2a] —0.188976278 6.075590551 81 C.o12segs4s| —9,00249373 48 0.033668421) 0,010100526 2.094050418] 2,339.629,000] —2,981,203,000

15. |Sesayap
Hilir Seludau 2] 561,574,000 |BERKEMBANG 5 - 45) 449346585]

Pz)
- 433 9.920335767| 0002033577 Far 0.07480315| 0.02892126 4 0,09895757| 0001791514 53] 0.036720%73 0,011016054 9,044752494| 1,113,524,000 | —_1,675,098,000

14 |Sesayap Hilir Menjelutung 2] $€4,574,000 |BERKEMBANG y : 46} 45.5767018| 2a : a 0,032627975| 0.003262798 é 0.003637608 0.001574803 353 €.072696228} 0.014539248 52l o.03s9oas08 8,010771472 3.030148318| 749,979,000] 1,311,553,000

15. |Sesayap Hilir Sesayap Selor 2} 564,574,000 |BERKEMBANG y - 49) 48.7221831 48 - s9et —0.024584¢16] 0.002458447 2 0.001342236 9.000524934 rst €.002178419} —0,000435683 53} 0036197462 0.019949238 3.014368298| 357,431,000 943,005,000

16 [Tana Lia Tanat Merah 3} 641,574,000 [MALU 1 - 54} 535808752 i] 288,153,000 1019 0,042032752] 0.004203275 9 0,005905512 0.002362205 101) c.029842639| 0,003168528 331 0.022828005
0,006848402 3.017582409| 437,386.000] —1,367,113,000

17 [Tana Lia Tengku Dacing 2] 561,574,000 |TERTINGGAL 3 : 52) $2.3816708 7 - 450 0.028562059] 0.001856206 36 0.023622047 0.009443819 134 ¢.027650589| 0,005330214) 49| 0033927983 0,010178395 9,027012533] 671,998,000] 1,233,372,000

18 {Tana tia
it

2| 561,574,000 /BERKEMBANG 1 - 46| 46.4993178
25]

- 380] —9.025674628| 0.003567463 7 0.004893176 0.00183727 79 €.018354989] 0,003270993 36} 0.025011651 0,007509495 9.014179226| 352,727,000 948,301,000

4S jTana Lia Tenat Merah Barat 2] 561,574,000 |BERKEMBANG 7 - 46] 46.1333489 26 : 744) —-0.030689271] 0.003088927 212 0,139107612 0.055643045] 62 €.012802842] —0.002560868| 56 0.038870683 0.011663205 2.072933745| 1.814,324,000| —2,375,898,000

20 [Fane tia Sambungan Selatan 2} 561,574,000 |BERKEMBANG G - 49] 48.7539919 45 - 599 0,024708163} 0.002470816 192 0.125984252 0.056393701 7 €,001455713] 6.000291142 44} 0.03c346te9] 0,009103845
2,062259504} —1.548,788,000| —2,110,362,000

21 |Betayau Buong Baru 2} 564,574,000 BERKEMBANG 2 : 49) 49.2685 12 : 753 0031060512] 0.003166051 25 0.016804199 0.0ces6168 ag 6.028071007} 0.002614201) 47] 0032790383 0009837145 9.023119047/ 575,117,000 | 1,136,691,000

23 |Betayau Bebakung 2} 561,574,000 |BERKEMBANG y - 49] 43.7a90954 36 500} 0.02062451| 0.902062451) 3 0,00524934a 0.002099738 86 €.017686141| 0.003537223 36} 0.025283978 0,007585193 0.01528481] 380,225,000 941,799,000

23 |Retayeu Kujaie 2} $61,574,000 jMAIU 2 - 53 53.2674767 3) 288,153,000 659) 0.027183204] 0,00271851 241 0,013779528] 0.005511823] 646 €,133054514| 0.026620903 38} 0026462693 0,007938808 0,042779832| 1,084,205,000| —1.913,932,000

24 |Betayau Mendupe 2) 561,574,000 BERKEMBANG 1 47} 47.1696362 a 227; —-0.009363528] 0,000936353 8 9,005249348 0.002089738 10]
€.001984897/ 0.000396979 43] 0,03030582 0.009031746 0.012454816| 310,079,000 871,653,000

25 |Betayau Faaning 2} 561,574,000 [BERKEMBANG 2 a9] 49.4613978) sb
457] 0,019263292] 0.00926329 19 0.012467192 0.004986877 235 c.cags13003] 6,009662602 40] 0.027713164] 0.008313949 0,024889757| 619,166.00] 1,380,740,c0e

26 |betayau Periuk 2} $64,574,000 |TERTINGGAL y - ag] 48.3136823| Fr
140 0,005774863/ 0.000577426 it 0.007217848| 0.002887239 82 €.012811419] 0.002562284) 64} 0,08437506 0.013312518 9,019339427] 481,094,000 | —_1,042,668,600

27 [Murak Fian Seputuk 2] 562,574,000 |TERTINGGAL 2 : 43) 48.6767216| 19 349 0.014395908) 0.002439591 20 0.01312336 0.005249346) 501 ¢,203123628} 0.020624725 31)
0035651598

O.c1n695464] —-9.038099125] 945,527,000 | 1,507.101,000

26 |Muruk Rien Rian 2) $61,574,000 |BERKEMBANG 2 - 48] 48.3028907| 22 : 295 QoL2i6e46s} 0.0012 16846 1g 0,612467192 0,004986877 349 €,071895184| —0,014379037 431 0.02gp¢45585 0,008898675:
2.029479435} 733,340,000 | —1,284,914,000

29 [Muruk Rien Batayan Ari 2] 561,574,000 /TERTINGGAL y - 481 48.1714379) B 125 0.005156128} 0.000515613 4 0.002624672 0.001049869] 186 0.038361063} 0,007672213} 52 o.010864034 0.020101728] $00,057,000 | 1,061,631,000

30 |Muruk Bian Rian Rayo 2] 561,574,000 {TERTINGGAL - 43} 42,7868832| 2
266) 0,010147259} 0.002014726 uw 0.007217848 6.002887139 170 €.034935444] —0,006987089] Pf 0sst66677

0,018930003} -9.025818957} 642,281,000 1,203,855,c00

31
|Muruk Rian Kapuak 2] 561,574,000 |BERKEMBANG 2 43} 43.2549254 31 -

224, 0,009116033} 0.000921603 25
0,016404199) 0.00656168 193]

€.039780696] 0.007956139 VA4S} 0031246141
0,609873242'

9.024893255] 617,018,000] —_1.378,588,000

32. |Muruk Rian Sapart 2] $61,574,000 |BERKEMBANG
it

- 53] 53.4358392 2} 288,153,000 263 O,ol0sag492| o.001084849 to
o.00656168| 0.002624672 271 6055729549] 0.01114491 WA 46) 0.031671516

0,009501455!
9,024395886| 605,885,000] 1,455,612,000

Total 48,450,369,000 1,152,612,000] 24,243.000 1.000 10% 1,524.000 30 40% 4,856.734 L000 20% A 3a39.539 1.000 30% 10
| 24,876,329,000] 44,479,310,000

Kontroi Selisih Babot AF Atokast Per Desa AD Dosa
ppr Klaster

[P2gu Dara
Desa Kab Tana Tidung 44,279,310,000 iP 104 Alokasi Afitmasi DT KissterJP i] AD Desa

Hasil
Perhitungan Pagu Dana Desa Kab Tana Tidung Pea ey [Alokasi Afirmast

OST Hl 481,573,060 RYIPA ‘ANA TIDUNG

[Pager Alocasi Kiner}2
Kab.

=
4

asi
Hitung Afokasi Kinerja Kab tana Tidung 4,152,612,000

- [7Pagu Alo<as| Formula Kab. Tana Tidung 24,876,329,000
Hasit Hitung Alokasi Formula Kab Tana Tidung 23,876,329,000
haentah Desa H. DUNSYAHfamlah Desa Pecetima Ak 4



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN
2021

PAGU ANGGARAN DANA DESA (DD) PERTAHAPAN
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO KECAMATAN NAMA DESA
DD TAHAP | DD TAHAPIE {DD TAHAP III PAGU DANA

(40%) (40%) (20%) DESA PER-DESA

(1) (2) (3) (4) {5} (6) (7) = (4) + (5) + (6)

1 {SESAYAP TIDENG PALE 966,719,200 966,719,200 483,359,600 2,416,798,000
2 |SESAYAP LIMBU SEDULUN 376,674,000 376,674,000 188,337,000 941,685,000
3 |SESAYAP SEBIDAI 395,836,400 395,836,400 197,918,200 989,591,000

4 |SESAYAP SEDULUN 531,513,200 531,513,200 265,756,600 1,328,783,000
5 |SESAYAP TIDENG PALE TIMUR 712,575,600 712,575,600 356,287,800 1,781,439,000

6 |SESAYAP GUNAWAN 460,805,200 460,805,200 230,402,600} 1,152,013,000

7 |SESAYAP SEBAWANG 358,306,000 358,306,000 179,153,000 895,765,000

8 |SESAYAP HILIR SESAYAP 437,538,000 437,538,000 218,769,000} 1,093,845,000

9 |SESAYAP HILIR SENGKONG 505,136,400 505,136,400 252,568,200 1,262,841,000
10 |SESAYAP HILIR BEBATU 530,023,600 530,023,600 265,011,800 1,325,059,000

11 |SESAYAP HILIR BADAN BIKIS 645,680,800 645,680,800 322,840,400 1,614,202,000

12 |SESAYAP HILIR SEPALA DALUNG 1,192,481,200 1,192,481,200 596,240,600 2,981,203,000

13. [SESAYAP HILIR SELUDAU 670,039,200 670,039,200 335,019,600 1,675,098,000

14 |SESAYAP HILIR MENJELUTUNG 524,621,200 524,621,200 262,310,600 1,311,553,000

15 {SESAYAP HILIR SESAYAP SELOR 367,602,000 367,602,000 183,801,000 919,005,000

16 |TANA LIA TANAH MERAH 546,845,200 546,845,200 273,422,600 1,367,113,000

17 {TANA LIA TENGKU DACING 493,428,800 493,428,800 246,714,400 1,233,572,000

18 ITANA LIA SAMBUNGAN 365,720,400 365,720,400 182,860,200 914,301,000

19 |{TANA LIA TANAH MERAH BARAT 950,359,200 950,359,200 475,179,600 2,375,898,000

20 |TANA LIA SAMBUNGAN SELATAN 844,144,800 844,144,800 422,072,400 2,110,362,000

21 |BETAYAU BUONG BARU 454,676,400 454,676,400 227,338,200 1,136,691,000

22 |BETAYAU BEBAKUNG 376,719,600 376,719,600 188,359,800 941,799,000

23 |BETAYAU KUJAU 765,572,800 765,572,800 382,786,400 1,913,932,000

24 |BETAYAU MENDUPO 348,661,200 348,661,200 174,330,600 871,653,000

25 |BETAYAU MANING 472,296,000 472,296,000 236,148,000 1,180,740,000

26 {BETAYAU PERIUK 417,067,200 417,067,200 208,533,600 1,042,668,000

27 IMURUK RIAN SEPUTUK 602,840,400 602,840,400 301,420,200 1,507,101,000

28 |MURUK RIAN RIAN 517,965,600 517,965,600 258,982,800 1,294,914,000

29 IMURUK RIAN BELAYAN ARI 424,652,400 424,652,400 212,326,200 1,061,631,000

30 |MURUK RIAN RIAN RAYO 481,542,000 481,542,000 240,771,000 1,203,855,000

31 J|MURUK RIAN KAPUAK 471,435,200 471,435,200 225,717,600 1,178,588,000

32 |MURUK RIAN SAPARI 582,244,800 582,244,800 291,122,400 1,455,612,000

TOTAL 17,791,724,000 | 17,791,724,0004 8,895,862,000 | 44,479/319,000

BUPATI VARA TIDUNG,

A. UNDUNSYAH

yy



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2021

DAFTAR REKENING KAS DESA
KABUPATEN TANA TIDUNG

OPN KODE BANK NAMA BANK NAMA PEMILIKREKENING | NomorREKENInG |
DETAIL

NAMA DESA NPWP ALAMAT KOTA PROVINSI KODE POS

(1) (2) {3} (4) (5) (6) (7) (8} {3} (10) (11) (12)

DESA TIDENG PALE 0141400657 DESA TIDENG PALE 00.785.927.5-727.000

DESA TIDENG PALE TIMUR 0141400541 DESA TIDENG PALE TIMUR |00.785.894.7-727.000

DESA LIMBU SEDULUN 0141400509 DESA LIMBU SEDULUN 00.785.904.4-727.000

DESA SEDULUN 0141400479 DESA SEDULUN 00.785.903.6-727.000

DESA SEBIDAI 0141400487 DESA SEBIDAI 00.793.529.9-727.000

DESA GUNAWAN 0141400550 DESA GUNAWAN 00.785.897.0-727.000

DESA SEBAWANG 0141400517 DESA SEBAWANG 00,785.925.9-727.000

DESA SESAYAP 0141400533 DESA SESAYAP 72.977.469.5-727.000

DESA SEPALA DALUNG 0141400711 DESA SEPALA DALUNG 00.785.916.8-727.000

DESA SELUDAU 0141400495 DESA SELUDAU 00.785.929,1-727.000

DESA SENGKONG 0141400614 DESA SENGKONG 00.785.930.9-727.000 | JALAN TANAH ABANG

DESA BANDAN BIKIS 0141400622 DESA BANDAN BIKIS 00.785.932.5-727.000 | RT.03 DESA TIDENG

SEANEUELTING | RRS tgggOESAMENELTING | unc rece
|TIDENG PALE [DESA BEBATU 0141400534 TIDENG PALE DESA BEBATU 00.785.907.7-727.000 TANA TIDUNG PALE UTARA

DESA SESAYAP SELOR 0141401513 DESA SESAYAP SELOR 76,692.288.4-727.000 |KALIMANTAN UATARA

DESA TANAH MERAH 0141400703 DESA TANAH MERAH 00.785.919.2-727.000 KODE POS 77152

DESA SAMBUNGAN 0141400631 DESA SAMBUNGAN 00.785.914.3-727.000

DESA TENGKU DACING 0141400673 DESA TENGKU DACING 00.785.917.6-727.000

DESA SAMBUNGAN SELATAN 0141401491 DESA SAMBUNGAN SELATAN] 74.509,298.1-727.000

DESA TANAH MERAH BARAT 0141401505 DESA TANAH MERAH BARAT |74.509.246.0-727.000

DESA RIAN 0141400576 DESA RIAN 00.785.893.9-727.000

DESA SEPUTUK 0141400649 DESA SEPUTUK 00,785.900.2-727.000

DESA RIAN RAYO 0141401432 DESA RIAN RAYO 70.856.462.2-727.000

DESA KAPUAK 0141401424 DESA KAPUAK 70.655.638.8-727.000

DESA SAPARI 0141401416 DESA SAPARI 70.765.927.2-727.000

DESA BELAYAN AR! 0141401301 DESA BELAYAN ARI 70.621.190.1-727.000

NAMA CABANG
BANK

BANKALTIMTARA TIN 928,3-727.000
TENKA

0141400606
7715ITIDI



524124000990
BANKALTIMTARA

KANTOR CABANG
TIDENG PALE

DESA MENDUPO 0141400681

DESA BEBAKUNG 0141400568

DESA BUONG BARU 0141400592

DESA KUJAU 0141400665

DESA MANING 0141401246

DESA PERIUK 0141401254

BANKALTIMTARA

KANTOR CABANG

TIDENG PALE

DESA MENDUPO 00.785.931.7-727.000

DESA BEBAKUNG 00.785.921.8-727.000

DESA BUONG BARU 00.785.926,7-727.000

DESA KUJAU 03.175.238,9-727.000

DESA MANING 70.411.787.2-727.000

DESA PERIUK 73.340,960,1-727.000

JALAN TANAH ABANG

RT. 03 DESA TIDENG

PALE KECAMATAN
SESAYAP KABUPATEN

TANA TIDUNG

KALIMANTAN UATARA
KODE POS 77152

KABUPATEN JANA

TIDUNGDYTIDENG
ALE

KALIMANTAN

UTARA
77152

BUPATIZANA TIDUNG,

. UNDUNSYAH

ion:



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 52 TAHUN 202Q
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2021

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan

korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga
berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan
masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan
untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap
Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai
Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru
dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2020
juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat
Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui
badan usaha milik desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring
pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi
nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis
nasional meliputi:
1. sarana/prasarana energi;
2. sarana/prasarana komunikasi;
3. sarana/prasarana pariwisata;
4. pencegahan stunting; dan
5. pengembangan Desa inklusif.

B. Tujuan
1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional,
dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs
Desa.

2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta
pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana
Desa.

C. Prinsip-Prinsip
Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:
1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan

martabat manusia;



2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan
seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;

3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap
keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk
kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;

4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang
lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan

5. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan
strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

BAB II
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa
Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan

pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan
melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan
prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa
untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan
pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang
dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana
Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan
18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:
1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan SDGs Desa 1: Desa tanpa

kemiskinan; dan SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata

SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.

4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan; SDGs Desa
13: Desa tanggap perubahan iklim; SDGs Desa 14: Desa peduli
lingkungan laut; dan SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.

5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.

6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa5: keterlibatan perempuan Desa.

7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.



Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa
adaptif.

8.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi
Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana
Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung
pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan
pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi
kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SGDs Desa tersebut adalah:
1)

2)

3)
4)

5)

6)

7
8
9)

Desa tanpa kemiskinan;
Desa tanpa kelaparan;
Desa sehat sejahtera;
keterlibatan perempuan Desa;
Desa berenergi bersih dan terbarukan;
pertumbuhan ekonomi Desa merata;
konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
Desa damai berkeadilan;
kemitraan untuk pembangunan Desa; dan

10) kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan DesaB

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan
ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:
1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik

Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik

Desa bersama;
b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan

usaha milik Desa bersama;
c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan

usaha milik Desa bersama; dan
d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa

dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang
difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan Desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan,

antara lain:
1) pengelolaan hutan Desa;
2) pengelolaan hutan adat;
3) pengelolaan air minum;
4) pengelolaan pariwisata Desa;
5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah

mangrove
dan wisata edukasi);

7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
8) pelatihan pembenihan ikan;



9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan;
dan

10) pengolahan sampah.
kegiatan lainnya untuk $mewujudkan pembentukan,
pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

e

2. Penyediaan listrik Desa

m
h o

pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
pembangkit listrik tenaga biodiesel;
pembangkit listrik tenaga matahari;
pembangkit listrik tenaga angin;
instalasi biogas;
jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik
Negara); dan
kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
Musyawarah Desa.

&

3. Pengembangan usaha ekonomi produktif
a pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian,

perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan
pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa
dan/atau perdesaan;
pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri
rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran
produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
pendayagunaan perhutanan sosial;
pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha
ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b

Cc

e@

£
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C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas

nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:
1. Pendataan Desa

pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
pendataan pada tingkat rukun tetangga;
pendataan pada tingkat keluarga;
pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

a
b

da

e

2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
a
b.

penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan
Desa;



on kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan
Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan
dalam Musyawarah Desa.

3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
a pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem

administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital
yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;
pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem
informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi;
pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa
berbasis aplikasi digital; dan
pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan
komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
1) tower untuk jaringan internet;
2) pengadaan komputer;
3) Smartphone; dan
4) langganan internet.
kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian
teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b

e

4. Pengembangan Desa wisata
a

o

pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana Desa wisata;
promosi Desawisata diutamakan melalui gelar budaya dan
berbasis digital;
pelatihan pengelolaan Desa wisata;
pengelolaan Desa wisata;
kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Cc

e
f£

5. Penguatan ketahanan pangan
a pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan,

peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
pembangunan lumbung pangan Desa;
pengolahan pasca panen; dan
kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah
Desa.

b.
Cc

ad

6. Pencegahan stunting di Desa
a

b.

pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa
dengan menggunakan aplikasi' digital electronic-Human
Development Worker (e-HDW);
pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM),
kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD);



c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting
melalui rumah Desa sehat;

d. memberikan layanan peningkatan Jlayanan kesehatan,
peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
1) kesehatan ibu dan anak;
2) konseling gizi;
3) air bersih dan sanitasi;
4) perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan

menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan
administrasi kependudukan;

5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD);

6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan
perkawinan anak; dan

7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas
Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K)
dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi
untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

7. Pengembangan Desa inklusif
a kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan

yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat
terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok
masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;

b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan
kelompok marginal dan rentan;
pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;

d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk
membentuk kesalehan sosial di Desa; dan

e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah
Desa.

D, Adaptasi Kebiasaan Baru Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru

Desa meliputi:
1. Desa Aman COVID-19

a Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:
1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:

a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar
rumah;

b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir
yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di
depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah,
tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes,
dan lain-lain; dan

c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang
umum dan di dalam ruangan.

2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap
digunakan ketika dibutuhkan.

fe



3) mempertahankan pos jaga Desa guna:
a)
b)

c)

d)

mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang
keluar masuk Desa;
mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari
rantau; dan
merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga
Desa yang kurang sehat untuk karantinamandiri.

b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan
Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
1) ketua: kepala Desa
2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
3) anggota:

4)

5)

a)
b)
c)
d)
e)

k)
})

perangkat Desa;
anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
kepala dusun atau yang setara;
ketua rukun warga;
ketua rukun tetangga;
pendamping lokal Desa;
pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
pendamping Desa sehat;
pendamping lainya yang berdomisili di Desa;
bidan Desa;
tokoh agama;
tokoh adat;

f)

h)
i)
j

m) tokoh masyarakat;
n) karang taruna;
o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
mitra:
a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban

masyarakat (Babinkamtibmas);
b) bintara pembina Desa (Babinsa); dan
c) pendamping Desa.
Tugas relawan Desa aman COVID-19:
a)

b)

melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di
Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan
yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita,
serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit
tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata
keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai
kebijakan terkait jaring pengamanan_ sosial dari
Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah
maupun yang belum menerima; dan
melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan,
menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan
pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.

c)



BAB III
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa
1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan

Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan
Dana Desa adalah peraturan bupati/wali kota tentang daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Apabila tidak memiliki peraturan bupati/wali kota Kewenangan
Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa, maka Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan
Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

2

3.

B. Swakelola
1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus

dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat
melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya:
studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan
kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa
dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama
antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

2.

3.

C. Padat Karya Tunai Desa
1.

2.

on
es

Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan
pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur,
Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin,
serta anggota masyarakat marginal lainnya;
besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh
persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan
polaPKTD;
pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola
dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para
pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan wmasker,
menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja
lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit

3.



dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:

a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
1)

4

3

pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan
dan perkebunan;
pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk
penanaman sayuran dan lain-lain; dan
penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-
lahan perkebunan.

b. restoran dan wisata Desa
1)

2)

3

kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik
Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik
Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi
wisata.

c. perdagangan logistik pangan
1)

2)

pemeliharaan bangunan pasar;
badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa
bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli
komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa
bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha
kecil untuk melakukan produksi; dan
tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi
yang menguntungkan di Desa.

3

4

d. perikanan
1)

4

3

pemasangan atau perawatan karamba bersama;
bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik
Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat
penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama.

e. peternakan
1)

2)

membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang
dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik
Desa bersama; dan
kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha
milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran
ternak untuk pupuk organik.

3

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
1)

2)

perawatan gudangmilik badan usahamilik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik
Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan



3 penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar
melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui

penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa
untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program
prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung
SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas
Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:
1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang

ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan
masyarakat Desa dan yang paling besar kemanfaatannya untuk
masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;

2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak
melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa
(PKTD),

3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan
secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di
Desa;

4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan
adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan

5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola
secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan
melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk

menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang
membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor
kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa
1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa
hal- hal sebagai berikut:
a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan

Desa;
b. dokumen RPJMDesa;
c. program/proyek masuk Desa;
d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan

Desa; dan
e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan

ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi



2.
kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.

Musyawarah dusun/kelompok
a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana

Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa
melalui berbagai forum diskusi.

a tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa
menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk
mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.

b masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan
yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan

c. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga
dalam Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan

disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib
mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas
dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah
Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa,
RKP Desa, dan APB Desa.

3.

BAB IV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi
Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh

Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat
diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan
partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat
dilakukan melalui:

baliho;
papan informasi Desa;
media elektronik;
media cetak;
media sosial;
website Desa;
selebaran (leaflet);
pengeras suara di ruang publik; dan
media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.

B. Pelaporan
1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan

mengggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi.

. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak2.
dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online,



dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara
offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V
PEMBINAAN

. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana
Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu
menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi.

. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah
Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 secara berjenjang dengan
memberikan arahan pembinaan kepada Desa melalui mekanisme
online.

. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi,
dan Pemerintah Pusat secara online.

. Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana DesaMilakukan
menggunakan mekanisme sistem peringatan dini Alan sistem
tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi.

1

2.

3.

4.

BUPAY TANA TIDUNG,

H. UNDUNSYAH



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2021

A. PEDOMAN DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE
SETIAP DESA
1. DASAR PENGHITUNGAN

Dalam melaksanakan penghitungan Dana Desa setiap Desa,

Pemerintah Kabupaten/Kota mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. Ketentuan pagu Dana Desa Nasional, yaitu:

1) Pagu Alokasi Dasar sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari

anggaran Dana Desa;

2) Pagu Alokasi Afirmasi sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana

Desa;

3) Pagu Alokasi Kinerja sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana

Desa; dan

4) Pagu Alokasi Formula sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari

anggaran Dana Desa.

b. Ketentuan terkait sumber dana, model penghitungan, variabel, dan

bobot yang digunakan dalam penghitungan sebagaimana diatur

dalam Bab IV Pasal 9 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Menteri

Keuangan ini, yaitu:

1) Sumber Dana Desa yang digunakan dalam penghitungan Dana

Desa setiap Desa berasal dari rincian Dana Desa setiap

kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan

Presiden tentang Rincian APBN/APBN-P.

2) Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan:

a) Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan

diterima oleh setiap Desa dibagi secara merata kepada setiap

desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

b) Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan

memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat

Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;



c)

d)

Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa
dengan kinerja terbaik sebanyak 10% (sepuluh persen) dari
jumlah Desa; dan

Alokasi’ Formula adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan
Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa

setiap kabupaten/kota, dengan bobot sebagai berikut:

1) 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
2) 40% {empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
3) 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
4) 30% (tiga puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan

geografis.
2. TATA CARA PENGHITUNGAN

Agar penghitungan Dana Desa setiap Desa berjalan tertib,

transparan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, maka

diperlukan langkah-langkah operasional (tahapan) sebagai berikut:
TAHAP PERSIAPAN
Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi penyiapan

a.

dokumen dan data terkait serta file excel kertas kerja (worksheet)

penghitungan.
Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:

1) Mengumpulkan dokumen, data, dan informasi yang diperlukan
dalam proses penghitungan, yaitu:

a)

b)

Dokumen rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota (Pagu
Dana Desa kabupaten/kota) sebagaimana ditetapkan dalam

Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/APBN-P.
Dokumen yang berisikan informasi klaster jamlah penduduk
Desa, klasifikasi Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun

(IDM), desil jumlah penduduk miskin desa berdasarkan

jumlah penduduk desa nasional, skor kinerja desa, jumlah
penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa,
dan tingkat kesulitan geografis yang direpresentasikan dalam
bentuk data indeks kesulitan geografis.

2) Kertas kerja (worksheet) penghitungan Dana Desa setiap Desa

disusun dengan format sebagai berikut:



Keterangan: Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi antara RKUD dengan RKUN

1. Nomor BAR disesuaikan dengan kode Pemda dan kode KPPN

2. Nama KPPN yang melayam wilayah Pemda versangkutan

3. Nama Kabupaten ‘Kota

4. Kumulanf Sisa Dana Desa

oi Lokasi dan tanggel

er Nama dan NIP Pejabat BPAAD

?. Nama dan N:P Pejabat XPPN

BUPATIAANA TIDUNG,

[~
H. UNDUNSYAH



Contoh Penghitungan

KABUPATEN/KOTA (a)

TAHUN ANGGARAN 20XX (b}

Diasumsikan:
Nasional (dihitung oleh Kementerian Keuangan}

oe
O
N

W
D

11.

12.

13.

14

15.

Pagu Dana Desa Nasional
Jumlah Desa Nasional

Pagu Alokasi Dasar Nasional

Pagu Alokasi Dasar per Desa

Pagu Alokasi Afirmasi
Jumlah Desa Sangat Tertinggal dengan JPM Tinggi
Jumlah Desa Tertinggal dengan JPM Tinggi
Pagu Alokasi Afirmasi Per Desa

Pagu Alokasi Afirmasi Per Desa untuk Desa Sangat
Tertinggal dengan JPM Tinggi
Pagu Alokasi Afirmasi Per Desa untuk Desa Tertinggal
dengan JPM Tinggi
Pagu Alokasi Formula
Pagu Alokasi Kinerja
Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja Nasional

Pagu Alokasi Kinerja Per Desa
Jumiah Desa Penerima Alokasi Kinerja Per Kab/Kota

Rp10.000.000.000.000
69.000
65% x Rp10.000.000.000.000 =

Berdasarkan Klaster Jumlah Penduduk
1% x Rp10.000.000.000.000 =

500

1000

Rp100.000.000.000/{(2 x 500) + {1 x 1000}} =

2 x Rp50.000.000 =

1 x Rp50.000.006 =

31% x Rp10.000.000.000.000 =

3% x Rp10.000.000.000.000 =

10% x 69.000 =

Rp300.000.000.000 / 6.900 =

Jumlah Desa 0 s.d 100 =

Jumlah Desa 101 s.d 400 =

Jumlah Desa diatas 400 =

Rp6.500.000.000.000

Rp100.000.000.000

Rp50.000.000

Rp100.000.000

Rp50.000.000

Rp3. 100.000.000.000

Rp300.000.000.000
6.900 Desa

Rp43.478.261
11% Jumlah Desa

10% Jumlah Desa

9% Jumlah Desa

10.



Kabupaten X
1.

2.

3.

10.

11.

12.

Pagu Dana Desa Kabupaten X
Jumlah Desa Kabupaten X
Alokasi Dasar per Desa Kabupaten X

Alokasi Dasar Kabupaten X

Jumlah Desa Sangat Tertinggal dengan JPM Tinggi
Kabupaten X
Jumlah Desa Tertinggal dengan JPM Tinggi
Kabupaten X
Pagu Alokasi Afirmasi Per Desa untuk Desa Sangat
Tertinggal dengan JPM Tinggi Kabupaten X
Pagu Alokasi Afirmasi Per Desa untuk Desa

Tertinggal dengan JPM Tinggi Kabupaten X
Alokasi Afirmasi Kabupaten X
Alokasi Formula Kabupaten X
Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja Kabupaten
Alokasi Kinerja Kabupaten X

Rp3.136.956.522

20

Klaster JP 1 = Rp75.000.000
Klaster JP 2 = Rp100.000.000
Klaster JP 3 = Rp125.000.000
Klaster JP 4 = Rpi50.000.000
Klaster JP 5 = Rp175.000.000
4x Rp100.000.000 = Rp400.000.000

16 x Rp125.000.000 = Rp2.000.000.000
= Rp2.400.000.000

2

3

Rp100.000.000

Rp50.000.000

(2 x Rp100.000.000} + (3 x Rp50.000.000) = Rp350.000.000

Rp300.000.000

11% x 20 Desa = 2 Desa

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Rp43.478.261 x2 Desa = Rp86.956.522
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TAHAP PELAKSANAAN
Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi menginput data
terkait dan menghitung alokasi. Gunakan contoh penghitungan
sebagaimana tercantum dalam lampiran pedoman ini sebagai
panduan pelaksanaan penghitungan.
Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:
1) Menginput data-data terkait pada baris dan kolom kertas kerja

(worksheet) dengan urutan sebagai berikut:
a) Nama kabupaten/kota
b) Tahun Anggaran
c) Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota
d) Pagu Alokasi Dasar Kabupaten/Kota
e) Pagu Alokasi Afirmasi Kabupaten/ Kota
f) Pagu Alokasi Formula Kabupaten/Kota
g) Pagu Alokasi Kinerja Kabupaten/Kota
h) Jumlah Desa
i) Bobot Jumlah Penduduk Desa sebesar 10%
j) Bobot Angka Kemiskinan Desa sebesar 40%
k) Bobot Luas Wilayah Desa sebesar 20%
1) Bobot Rasio Kesulitan Geografis 30%
m) Nomor urut
n) Nama Kecamatan
o) Nama Desa

p) Klaster JP
q) Alokasi Dasar
r) Klasifikasi Desa berdasarkan IDM
s) Desil JPM Desa berdasarkan JPM Nasional
t} Alokasi Afirmasi
u) Skor Kinerja
v) Ranking Kinerja
w) Alokasi Kinerja
x) Jumlah Penduduk Desa
y) Angka Kemiskinan Desa
z) Luas Wilayah Desa

a

JI

aa) Indeks Kesulitan Geografis



2) Menghitung Dana Desa setiap Desa pada baris dan kolom kertas
kerja (worksheet) dengan urutan sebagai berikut:
a)

b)

d)

g)

h)

Dd

k)

Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) pada kolom (12),
dengan rumus:

jiad ahpenduduk desa
total penduditk Desakabupaten/kotayang bersangkuta

Rasio}P=

Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) pada kolom (13),
dengan rumus:

Bobot JP = 10% x Rasio JP
Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM) padac)
kolom (15), dengan rumus:

juud ahpendudukmi skindesa
aoupiten

nate,

Rasio[Pif=
Kitotal penduduknt skindesa yang bersangkutan

Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) pada
kolom (16), dengan rumus:

Bobot JPM = 40% x Rasio JPM
Rasio luas wilayah desa (Rasio LW) pada kolom (18),e)

dengan rumus:

luaswilayah desa
totalluaswilayahdesaDi Kab/Kotayang bersanghutan

Bobot luas wilayah desa (Bobot LW) pada kolom (19), dengan

RasieLW-

fy

rumus:

Bobot LW = 20% x Rasio LW
Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) pada
kolom (21), dengan rumus:

1K6é

total iKG DesadiKab/Kotayang bersangkutan
Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG) pada

Rasiol KG=

kolom (22), dengan rumus:

Bobot IKG = 30% x Rasio IKG
Total bobot pada kolom (23), dengan rumus:

Total Bo bot = Bobot]P+ Bobot] PM+ BobotLW+ Bobot lKG
Bagian alokasi formula pada kolom (24), dengan rumus:

AlokasiF ormuia= Total Bobot xPaguBagianFornaci a
Menghitung Dana Desa setiap Desa pada kolom (25), dengan
rumus:

i)

Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Afirmasi + Alokasi Kinerja +
Alokasi Formula



b. TAHAP AKHIR
Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi memverifikasi
kebenaran/validitas data yang diinput, menguji hasil penghitungan,
dan menandatangani kertas kerja (worksheet) hasil penghitungan
serta menyimpan dokumen dan data komputer terkait.
Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:

i)

2)

3)

4)

5)

Mencetak kertas kerja (worksheet) hasil dari proses pengisian data
dan penghitungan alokasi.
Memverifikasi kebenaran pengisian data dan kebenaran hasil
penghitungan dengan caramembandingkan setiap item data isian
pada kertas kerja (worksheet) terhadap dokumen sumber, dan
menguji hasil penghitungan. Bila ditemukan kesalahan pengisian
data maupun kesalahan penghitungan, maka pada item data
bersangkutan ditandai dengan tanda centang (0) untuk
selanjutnya dilakukan proses perbaikan pada item tersebut.
Membubuhkan tandatangan pada cetakan kertas kerja
(worksheet) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan
alokasi:

e bagi pejabat setingkat eselon II] yang melakukan proses
penghitungan pada baris (l}; dan

e bagi pejabat setingkat eselon J yang
berwenang/bertanggungjawab atas proses penghitungan
pada baris (m).

Menyimpan seluruh dokumen terkait dan cetakan kertas kerja
(worksheet) serta file excel hasil perhitungan pada folder yang
telah disediakan.

Menyampaikan kertas kerja dalam bentuk dokumen elektronik
(softcopy) dan dokumen fisik (hardcopy) kepada Kepala KPPN
setempat selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.



B. FORMAT DAFTAR REKENING KAS DESA

DAFTAR REKENING KAS DESA KABUPATEN/KOTA

TA 20...

DETIL
ALAMAT NAMA KODEKODE | NAMA NAMA NOMOR | NAMANO. NPWP | KANTOR | KECAMATAN | PROVINSI PEMILIKDESA | DESA
DESA BANK | pexening | REKENING

|
CABANG

| pog
BANK

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (13) (12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(8)
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3BIDANGPEMBINAAN
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3dst
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D. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

(KOP SURAT) (1)

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama ; (2)

Jabatan : Bupati/Wali Kota (3)

Alamat (4)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

Nama : Kepala KPPN (5)

Selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik
dan Dana Desa

Alamat :

(6)

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotonganDana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran (7)

» Tanggal (8)

Materai

Rp.10.000,- (9)

(10)

Stempel



PETUNJUKPENGISIAN
SURATKUASAPEMINDAHBUKUANDANADESA

NOMORURAIANISIAN

(1)|Diisinamapemberikuasa

(2)|Diisinamapemberikuasa

(3)|Diisinamakabupaten/kotapemberikuasa

(4)|Diisialamatpemberikuasa

(5)|DiisinamaKPPNwilayahkerjakabupaten/kotapemberikuasa

(6)|DiisialamatKPPNwilayahkerjakabupaten/kotapemberikuasa

(7)|Diisitahunanggaranberjalan

(8)|Diisitempat,tanggal,bulan,tahunpembuatansuratkuasa

(9)|Diisitandatangan(bupati/walikota)

(10)|Diisinamapenandatangan(bupati/walikota)



EB.FORMATLAPORANKONVERGENSIPENCEGAHANSTUNTINGTINGKATDESA

LAPORANKONVERGENSIPENCEGAHANSTUNTINGTINGKATDESA
TERHADAPSASARAN1.000HARIPERTAMAKEHIDUPAN(HPK)

KABUPATEN:KECAMATAN:
DESA:TAHUN

:

TABEL,
1.
JUMLAHSASARAN1.000HPK(IBUHAMILDAN,ANAK,0-23BULAN) JUMLAHTOTALIBUHAMILANAK0-23BULAN

SASARATANGGAGiziKURANG SASARAN
RUMAHTOTALKEK/RESTITOTAL/

1.000HPKGIZIBURUK/STUNTING
JUMLAH

TABEL2.HASILPENGUKURANTIKARPERTUMBUHAN(DETEKSIDINISTUNTING)
JUMLAHTOTALHIJAUKUNINGMERAH

SASARANANAKUSIA0~23BULAN(NORMAL)(RESIKOSTUNTING)(TERINDIKAS!STUNTING)
JUMLAH

|TABEL3.KELENGKAPANKONVERGENSIPAKET
LAYANANPENCEGAHAN

(STUNTING
BAGI1.000

JAPKcolaebeagebeaUNESTRATorea
eeaia

|

SASARANINDIAKTORJUMLAH%
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2|MENDAPATDANMEMINUMPILFESELAMA90HARI
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MENGIKUTIKONSELINGGIZI/KELASIBUMINIMAL4KALI IBUHAM
5|IBUHAMIL(KEK/REST!)MENDAPATKUNJUNGANRUMAHBULANAN
6|RUMAHTANGGAIBUHAMILMEMILIKIAKSESAIRMINUMAMAN
7|RUMAHTANGGAIBUHAMILMEMILIKIJAMBANLAYAK
8|MEMILIKIJAMINANKESEHATAN
1
|ANAKUSIA<12BULANMENDAPATIMUNISASIDASARLENGKAP
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(0-2TAHUN)|6|RUMAHTANGGAANAK0-2THMEMILIKIAKSESAIRMINUMAMAN
7|RUMAHTANGGAANAK0-2THMEMILIKIJAMBANLAYAK
8|ANAK0-2THJAMINANKESEHATAN
9|ANAK0-2THBULANAKTALAHIR
10ORANGTUA/PENGASUHMENGIKUTIPARENTINGBULANAN(PAUD)~

ANAK;
>2-6TAHUN|

|
|ANAK>2-6TAHUNAKTIFDALAMKEGIATANPAUDMINIMAL80%
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TOTALTINGKATKONVERGENSIDESA
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TOTALKEGIATAN NoBIDANG/KEGLATAN‘KHUSUSPENCEGAHANSTUNTING ALOKASIDANA
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|BIDANGPEMBERDAYAANMASYARAKAT
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F. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

(KOP SURAT) (1)

(2)

Kepada:
Yth. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran

Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa
di
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR’ (3)

No. Uraian Jumlah Dokumen Keterangan
1. |}Bersama ini disampaikan

dokumen persyaratan
penyaluran tahap (4), 1 berkas melampirkan
dengan rincian sebagai berikut: kertas kerja
a. (5); (worksheet)
b. penghitungan
c. Dst rincian Dana

Desa setiap Desa
dan Daftar

Rekening Kas
Desa*)}

2. |Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran substansi data dan
dokumen yang disampaikan serta membebaskan KPPN dari tanggung
jawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen yang
disampaikan.

(6)

(7)

(8)

*) Khusus tahap I



PETUNJUKPENGISIAN
SURATPENGANTARPENYAMPAIANDOKUMENPERSYARATAN

NOMORURAIANISIAN

(1)Diisikopsuratdesatersebut

(2)|Diisitempat,tanggal,bulan,tahunpembuatansurat

(3)|Ditsinomorpembuatansurat

(4)|Diisitahappenyampaianpersyaratanpenyaluran

(5)|Disidengandokumenpersyaratanpenyaluransesuaidengan
tahapannya

(6)|Dusijabatanpenandatangan(bupati/walikota]

(7)|Diisitandatangan(bupati/walikota)

(8)|Diisinamapenandatangan(bupati/walikota}



G. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA
DESA DI REKENING KAS DESA

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa bupati /wali
kota

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2021
Kab/Kota (1)

Dengan rincian

TAHAP TANGGAL DITERIMA JUMLAH
TERBILANG
(dengan huruf)

(2) (3) (4) (5)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening 6)
Nama Rekening m
Nama Bank

(3)

» tanggal (9)

..(10)

Materai

Rp.10.000,- (11)
Stempel

12)



PETUNJUKPENGISIAN
LEMBARKONFIRMASIPENERIMAANPENYALURANDANADESA

DIREKENINGKASDESA

NOMORURAIANISIAN

(1)Diisinamakabupaten/kotapenerimapenyalurandana_hasil
pemotonganDanaDesa

(2)Diisitahapanpenyaluran

(3)Diisitanggaldanaditerima

(4)Diisijumlahdanayangditerima(dalamangka)

(5)Diisijumlahdanayangditerima(dalamhuruf)

(6)Diisinomorrekeningpenerimadana

(7)Diisinamarekeningpenerimadana

(8)Diisinamabankpenerimadana

(9)|Diisitempat,tanggal,bulan,tahunpembuatansurat
|

(10)|Diisijabatanpenandatangan(kepalaDesa)

(11)Diisitandatangan(kepalaDesa)

(12)Diisinamapenandatangan(kepalaDesa)

Ji



H. FORMAT BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI SISA DANA
DESA DI REKENING KAS DESA DAN REKENING KAS UMUM DAERAH
KABUPATEN/KOTA

.

Pada Hari ini

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 - 2018

Di REKENING KAS DESA
Nomor : BAR-

sejumlah Rp.

Tanggal ...
diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun
2015 2018 antara Badan Pengelola Keuangan Daerah (atau yang dipersamakan)
dengan Desa/Kecamatan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten/Kota
(3) menerima salinan hardcopy pengembalian kumulatif Sisa Dana Desa

(4) beserta rinciannya dengan tanda tangan KepalaDesa dan cap stempel basah dengan rincian sebagai berikut:

(2)

/20XX (1)

Bulan Tahun

Penyaluran Penggunaan Dana Vanedianggathen DeeYangTahun dari RKUD Dana Desa Desa pada Tahun akan disetor
di RKD Berikutnya ke RKUD

(1) (2) (3) re (5) (6}=(4)-(5}

2015 RP Rp Rp Rp Rp

2016 Rp Rp Rp Rp Rp

2017 Rp Rp Rp Rp Rp

2018 | RP Rp Rp Rp Rp
Kumulatif Sisa Dana Desa di RKD Rp Rp

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar konfirmasidan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara BPKAD dengan Kementerian
Keuangan Republik Indonesia.

Pibak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisaDana Desa yang diserahkan ke BPKAD sebagaimana tercantum dalam BeritaKonfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi
pembayaran kepada Pihak Ketiga disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Desa

Nama

Petugas Rekon dari DPMD

NIP

Nama
(7)

(2)

(6)

, (5)

Petugas Rekon dari BPKAD

NIP

Nama
(8)

telah



Keterangan: Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi antara RED dengan RKUD

Nomor BAR disesnaikan untuk mempermudah administrsi di Pemda

Nama Desa dan Kecamatan

Nama Kabupaten/Kota
Kumuiatif Sisa Dana Desa

Lokasi dan tanggal

Nama Peyabat Kepala Desa dan Kecamatan

Nama & NIP Pejabat DPMD

Nama & NIP Pejabat BPKAD

2.

3.

5.

6.

7.

8.



BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASIKUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 - 2019
DI REKENING KAS UMUM DAERAH

Nomor : BAR- / (Kode Kab/Kota) / (Kode KPPN)/20XX (1)

Pada Hari ini Tanggal .... Bulan Tahun telah
diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun
2015 - 2019 antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah {atau yang
dipersamakan) dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

(2)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten/Kota

(3) menyerahkan rekapitulasi salinan hardcopy pengembalian kumulatif Sisa
Dana Desa sejumlah Rp (4) beserta rinciannya dengan tanda
tangan Kepala BPKAD dan cap stempel basah dengan rincian sebagai berikut:

Penganggaran
Pagu Alokasi

1
Kembali Tahun Sisa Dana yangTahun (rincian Realisasi uran Berikutnya akan disetor

PMK/Keppres) (APBD tahun kembali
berikutnya)

2015 Rp Rp Rp Rp
2016 Rp Rp Rp Rp
2017 Rp Rp Rp Rp
2018 | Rp Rp Rp Rp
2019 Rp Rp Rp Rp

Kumulatif Sisa Dana Desa di RKUD Rp (4)

Pihak BPKAD Kabupaten/Kota (3) bertanggungjawab penuh
terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa sebagaimana tercantum dalam
Berita Konfirmasi dan Rekonsiliasi SisaDanaDesa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi
penyaluran ke Rekening Kas Desa disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

(S)
Petugas Rekon dari BPKAD Petugas Rekon dari KPPN

Nama (6) Nama (7)
NIP NIP

Penya



Contoh Penghitungan

KABUPATEN/KOTA (a)

TAHUN ANGGARAN 20XX (b)
Diasumsikan:
Nasional (dihitung oleh Kementerian Keuangan)

PF
W
D

11.

12.

13.

14

15.

Pagu Dana Desa Nasional
Jumlah Desa Nasional

Pagu Alokasi Dasar Nasional
Pagu Alokasi Dasar per Desa
Pagu Alokasi Afirmasi
Jumlah Desa Sangat Tertinggal dengan JPM Tinggi
Jumlah Desa Tertinggal dengan JPM Tinggi
Pagu Aiokasi Afirmasi Per Desa

Pagu Alokasi Afirmasi Per Desa untuk Desa Sangat
Tertinggal dengan JPM Tinggi
Pagu Alokasi Afirmasi Per Desa untuk Desa Tertinggal
dengan JPM Tinggi
Pagu Alokasi Formula
Pagu Alokasi Kinerja
Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja Nasional
Pagu Alokasi Kinerja Per Desa
Jumiah Desa Penerima Alokasi Kinerja Per Kab/Kota

Rp10.000.000.000.000
69.000

65% x Rp10.000.000.000.000 =

Berdasarkan Klaster Jumlah Penduduk
1% x Rp10.000.000.000.000 =

500

1000

Rp100.000.000.000/{(2 x 500) + (1 x 1000}} =

2 x Rp50.000.000 =

1 x Rp50.000.000 =

31% x Rp10.000.000.000.000 =

3% x Rp10.000.000.000.000 =

10% x 69.000 =

Rp300.000.000.000 / 6.900 =

Jumiah Desa 0 s.d 100 =

Jumlah Desa 101 s.d 400 =

Jumlah Desa diatas 400 =

Rp6.500.000.000.000

Rp100.000.000.000

Rp50.000.000

Rp100.000.000
10

Rp50.000.000

Rp3. 100.000.000.000

Rp300.000.000.000
6.900 Desa

Rp43.478.261
11% Jumlah Desa

10% Jumlah Desa

9% Jumlah Desa



Kabupaten X
1.

2.

3,

ia
r

10.

11.

12.

Pagu Dana Desa Kabupaten X
Jumlah Desa Kabupaten X
Alokasi Dasar per Desa Kabupaten X

Alokasi Dasar Kabupaten X

Jumlah Desa Sangat Tertinggal dengan JPM Tinggi
Kabupaten X
Jumlah Desa Tertinggal dengan JPM Tinggi
Kabupaten X
Pagu Alokasi Afirmasi Per Desa untuk Desa Sangat
Tertinggal dengan JPM Tinggi Kabupaten X
Pagu Alokasi Afirmasi Per Desa untuk Desa

Tertinggal dengan JPM Tinggi Kabupaten X
Alokasi Afirmasi Kabupaten X
Alokasi Formula Kabupaten X
Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja Kabupaten
Alokasi Kinerja Kabupaten X

Rp3. 136.956.522

20

Klaster JP 1 = Rp75.000.000
Klaster JP 2 = Rp100.000.000
Klaster JP 3 = Rp125.000.000
Klaster JP 4 = Rp150.000.000
Klaster JP 5 = Rp175.000.000
4 x Rp100.000.000 Rp400.000.000
16 x Rp125.000.000 = Rp2.000.000.000

= Rp2.400.000.000

4.

ft

2

36.

Rp100.000.0007.

Rp50.000.000

(2 x Rp100.000.000} + (3 x Rp50.000.000) = Rp350.000.000

Rp300.000.000

11% x 20 Desa = 2 Desa

Rp43.478.261x2Desa = Rp86.956,.522

8.

Xx9.
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TAHAP PELAKSANAAN
Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi menginput data
terkait dan menghitung alokasi. Gunakan contoh penghitungan
sebagaimana tercantum dalam lampiran pedoman ini sebagai
panduan pelaksanaan penghitungan.
Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:
1) Menginput data-data terkait pada baris dan kolom kertas kerja

(worksheet) dengan urutan sebagai berikut:
a) Nama kabupaten/kota
b) Tahun Anggaran
c) Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota
d) Pagu Alokasi Dasar Kabupaten/Kota
e) Pagu Alokasi Afirmasi Kabupaten/Kota
f) Pagu Alokasi Formula Kabupaten/Kota
g) Pagu Alokasi Kinerja Kabupaten/Kota
h) Jumlah Desa
i) Bobot Jumlah Penduduk Desa sebesar 10%

j) Bobot Angka Kemiskinan Desa sebesar 40%
k) Bobot Luas Wilayah Desa sebesar 20%
1) Bobot Rasio Kesulitan Geografis 30%
m) Nomor urut
n) Nama Kecamatan
o) Nama Desa
p) Klaster JP
q) Alokasi Dasar
r) Klasifikasi Desa berdasarkan IDM
s) Desil JPM Desa berdasarkan JPM Nasional
t) Alokasi Afirmasi
u) Skor Kinerja
v) Ranking Kinerja
w) Alokasi Kinerja
x) Jumlah Penduduk Desa
y) Angka Kemiskinan Desa
z) Luas Wilayah Desa

a

aa) Indeks Kesulitan Geografis



2) Menghitung Dana Desa setiap Desa pada baris dan kolom kertas
kerja (worksheet) dengan urutan sebagai berikut:
a)

b)

d)

g)

h)

dD

k)

Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) pada kolom (12),
dengan rumus:

jionl ahpendudik desa
total penduduk Desakabupaten/kotayang bersangkutan

RasiojP=

Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) pada kolom (13),
dengan rumus:

,

Bobot JP = 10% x Rasio JP
Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM) pada¢)

kolom (15), dengan rumus:

jul ahpenduduk mi skindesa
Kaoupaten
tne UNG bersangkutan

Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) pada
kolom (16), dengan rumus:

Bobot JPM = 40% x Rasio JPM
Rasio luas wilayah desa (Rasio LW) pada kolom (18),

RasioJ PM=

total pendudukné skindesa

e)

dengan rumus:

luaswilayahdesa
totalluaswilayahdesaDi Kab/Kotayang bersangkutan

Bobot luas wilayah desa (Bobot LW) pada kolom (19), dengan

RasiolLW=

fy

rumus:

Bobot LW = 20% x Rasio LW
Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) pada
kolom (21), dengan rumus:

1K6é

totalKG DesadiKab/Kotayang bersangkutan
Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG) pada

RasiolKG=

kolom (22), dengan rumus:

Bobot IKG = 30% x Rasio IKG
Total bobot pada kolom (23), dengan rumus:

TotalBobot= Bobot]P+ Bobot] PM+ BobotLW+ Bo botlKG
Bagian alokasi formula pada kolom (24), dengan rumus:

AlokasiF ormula= TotaiBobotxPaguBaegianFornasia
Menghitung Dana Desa setiap Desa pada kolom (25), dengan
rumus:

i)

Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Afirmasi + Alokasi Kinerja +
Alokasi Formula



b. TAHAP AKHIR
Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi memverifikasi

kebenaran/validitas data yang diinput, menguji hasil penghitungan,
dan menandatangani kertas kerja (worksheet) hasil penghitungan
serta menyimpan dokumen dan data komputer terkait.
Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Mencetak kertas kerja (worksheet) hasil dari proses pengisian data
dan penghitungan alokasi.

Memverifikasi kebenaran pengisian data dan kebenaran hasil

penghitungan dengan cara membandingkan setiap item data isian
pada kertas kerja (worksheet) terhadap dokumen sumber, dan

menguji hasil penghitungan. Bila ditemukan kesalahan pengisian
data maupun kesalahan penghitungan, maka pada item data

bersangkutan ditandai dengan tanda centang (6) untuk
selanjutnya dilakukan proses perbaikan pada item tersebut.
Membubuhkan tandatangan pada cetakan kertas kerja
(worksheet) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan
alokasi:

e bagi pejabat setingkat eselon III yang melakukan proses
penghitungan pada baris (I); dan

e bagi pejabat setingkat eselon II yang
berwenang/bertanggungjawab atas proses penghitungan
pada baris (m).

Menyimpan seluruh dokumen terkait dan cetakan kertas kerja
(worksheet) serta file excel hasil perhitungan pada folder yang
telah disediakan.

Menyampaikan kertas kerja dalam bentuk dokumen elektronik
(softcopy) dan dokumen fisik (hardcopy) kepada Kepala KPPN
sctempat selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.



B. FORMAT DAFTAR REKENING KAS DESA

DAFTAR REKENING KAS DESA KABUPATEN/KOTA

TA 20...

DETILALAMAT NAMA KODEKODE NAMA NAMA NOMOR NAMANO. r0
DESA DESA NPWP | KANTOR | KECAMATAN | PROVINSI

BANK PEMILIK REKENING | CABANG POSDESA REKENING BANK

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (3) (9) (10) (11) (12)(5)

(13)

14)

15}

16}
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3 BIDANG PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN DESA

3 SUB BIDANG

3 0 KEGIATAN
1

3 0 dst
2

4 BIDANG PEMBERDAYAAN
KEMASYARAKATAN DESA

4 SUB BIDANG

4 0 KEGIATAN
1

4 0 dst.....
2

5 BIDANG PENANGGULANGAN
BENCANA, KEADAAN DARURAT
DAN MENDESAK DESA

5 SUB BIDANG PENANGGULANGAN
BENCANA

5 0 PENANGGULANGAN BENCANA
0

5 o1s5 Belanja Tak Terduga
6

5 Belanja Tak Terduga
0

5 015 0
| Belanja Tak Terduga

0 1

1. Sterilisasi fasititas umum dan
fasilitas sosial Desa 4)
2. Penyediaan Obat-obatan 4

3. Pembuatan Ruang Isolasi
Diri/Karantina Mandiri *}
4. Penyediaan Alat Perlindungan Diri
{Masker, APD untuk Relawan, dst) *)

S. Pembuatan Antiseptik (hand
Sanitizer) /Disinfektan +}



6. dil+

5 SUB BIDANG KEADAAN DARURAT

5 0 KEADAAN DARURAT

5 ,
bs) Belanja Tak Terduga

5 5 5 Belanja Tak Terduga

5 7 5 0 | Belanja Tak Terduga
0 1

5 SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK

5 0 KEADAAN MENDESAK

5 5 5 Belanja Tak Terduga

5 3 § Belanja Tak Terduga

5 5 O } Belanja Tak Terduga
1

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) 4

BLT Bulan Pertama

BLT Bulan ke......dst

PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan,

Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa

JUMLAH PMIATAAN

JUMLAH
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D. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHEBUKUAN DANA DESA

(KOP SURAT) (1)

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama ; (2)

Jabatan : Bupati/Wali Kota ..(3)

Alamat ; (4)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

Nama : Kepala KPPN (5)

Selaku KPA Penyaluran DanaAlokasi Khusus Fisik
dan Dana Desa

Alamat (6)

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan
Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran (7)

» Tanggal (8)

Materai

Rp.10.000,- (9)

(10)

Stempel



PETUNJUKPENGISIAN
SURATKUASAPEMINDAHBUKUANDANADESA

NOMORURAIANISIAN

(1)|Diisinamapemberikuasa

(2)|Diisinamapemberikuasa

(3)|Diisinamakabupaten/kotapemberikuasa

(4)|Diisialamatpemberikuasa

(9)|DiisinamaKPPNwilayahkerjakabupaten/kotapemberikuasa

(6)|DitsialamatKPPNwilayahkerjakabupaten/kotapemberikuasa

(7)|Diisitahunanggaranberjalan

(8)|Diisitempat,tanggal,bulan,tahunpembuatansuratkuasa

(9)|Diisitandatangan(bupati/walikota)

(10)|Dusinamapenandatangan(bupati/walikota)



E.FORMATLAPORANKONVERGENSIPENCEGAHANSTUNTINGTINGKATDESA

LAPORANKONVERGENSIPENCEGAHANSTUNTINGTINGKATDESA
TERHADAPSASARAN1.000HARIPERTAMAKEHIDUPAN(HPK)

KECAMATAN:
TAHUN.

KABUPATEN
DESA

ABEL.1.JUMLAHSASARAN1.000HPK(IBU,HAMIL,DAN.ANAK0-25BULAN}
JUMLAHTOTALIBUHAMILANAK0~23BULAN

SASARANRUMAHTANGGAGIZIKURANG ‘TOTALKEK/RESTITOTAL
/

1,000HPKGIZIBURUK/STUNTING
JUMLAH

|TABEL2.
'HASILPENGUKURAN TIKARPERTUMBUHAN(DETEKS!DINISTUNTING)

SASARANJUMLAHTOTALHIJAU
KUNINGMERAH ANAKUSIA0—23BULAN(NORMAL)(RESIKOSTUNTING)(TERINDIKAS!STUNTING

JUMLAH

TABEL3.KELENGKAPANKONVERGENSIPAKETLAYANANPENCEGAHANSTUNTINGBAGI1.000|

SASARANINDIAKTORJUMLAH%

1
|PERIKSA4KALISELAMAKEHAMILAN

2|MENDAPATDANMEMINUMPILFESELAMA90HARI
3|IBUBERSALINMENDAPATLAYANANPEMERIKSAANNIFAS3KALI

muHamm,
(2_|MENGIKUTIKONSELINGGIZI/KELASIBUMINIMAL4KALI

|IBUHAMIL(KEK/RESTI)MENDAPATKUNJUNGANRUMAHBULANAN
6|RUMAHTANGGAIBUHAMILMEMILIKIAKSESAIRMINUMAMAN
7|RUMAHTANGGAIBUHAMILMEMILIKIJAMBANLAYAK
8|MEMILIKIJAMINANKESEHATAN
i|ANAKUSIA<12BULANMENDAPATIMUNISASIDASARLENGKAP
2|DITIMBANGBERATBADANRUTINSETIAPBULAN
3|DIUKURPANJANG/TINGGIBADAN2KALIDALAMSETAHUN

4|ORANGTUA/PENGASUHMENGIKUTIKONSELINGGIZIBULANANLAISEEAKITOTALS

onaBuran
|S

|KOJUNGANRUMAHBAGIANAKGIZIBURUK/KURANG/STUNTING
(0-2TAHUN)|6|RUMAHTANGGAANAK02THMEMILIKIAKSESAIRMINUMAMAN

7|RUMAHTANGGAANAK0-2THMEMILIKIJAMBANLAYAK
8|ANAK0-2THJAMINANKESEHATAN
9|ANAK0-2THBULANAKTALAHIR
10ORANGTUA/PENGASUHMENGIKUTIPARENTINGBULANAN(PAUD}

29-6ranun|
}

|ANAK>2-6TAHUNAKTIFDALAMKEGIATANPAUDMINIMAL80%

TABEL4,
TINGKATKONVERGENSIDESA-ZCBreerSiewfal

JUMLAHINDIKATOR
NO

SASARANSEHARUSNYATINGKATKONVERGENSI YANGDITERIMA
DITERIMA

1IBUHAMIL
2ANAK0-23BULAN

TOTALTINGKATKONVERGENSIDESA

_TABLE5,PENGGUNAAN.DANA,DESA_DALAM.PENCEGAHANISFUNTING

TOTALKEGIATAN NOBIDANG/KEGIATANKHUSUSPENCEGAHANSTUNTING ALOKASIDANA
ALOKASIDANA%(PERSEN) BIDANGPEMBANGUNANDESA

2
|BIDANGPEMBERDAYAANMASYARAKAT

HPK

Ss

iKUSIA

PK



F. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

(KOP SURAT) (1)

, (2)

Kepada:
Yth. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran

Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa
di
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR: (3)

No. Uraian Jumlah Dokumen Keterangan
1. |Bersama ini disampaikan

dokumen persyaratan
penyaluran tahap (4), 1 berkas melampirkan
dengan rincian sebagai berikut: kertas kerja
a. (5); (worksheet)
b.

penghitunganc. Dst rincian Dana
Desa setiap Desa

dan Daftar
Rekening Kas

Desa”*)

2. | Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran substansi data dan
dokumen yang disampaikan serta membebaskan KPPN dari tanggung
jawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen yang
disampaikan.

(6)

(7)

(8)
*) Khusus tahap I



PETUNJUKPENGISIAN
SURATPENGANTARPENYAMPAIANDOKUMENPERSYARATAN

NOMORURAIANISIAN

(1)|Diisikopsuratdesatersebut

(2)|Diisitempat,tanggal,bulan,tahunpembuatansurat

(3)|Diisinomorpembuatansurat

(4)|Diisitahappenyampaianpersyaratanpenyaluran

(5)|Diisidengandokumenpersyaratanpenyaluransesuaidengan
tahapannya

(6)|Duisijabatanpenandatangan(bupati/walikota]

(7)|Diisitandatangan(bupati/walikota)

(8)|Diisinamapenandatangan(bupati/walikota}



G. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANADESA DI REKENING KAS DESA

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa bupati/wali
kota

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2021
Kab/Kota (1)

Dengan rincian

TAHAP TANGGAL DITERIMA JUMLAH
TERBILANG
(dengan huruf)

(2) (3) (4) (5)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening 6
Nama Rekening m
Nama Bank

eS

| fanggal (9)

..{10)

Materai

Rp.10.000,- (11)
Stempel

12)



PETUNJUKPENGISIAN
LEMBARKONFIRMASIPENERIMAANPENYALURANDANADESA

DIREKENINGKASDESA

URAIANISIAN

(1)Diisinamakabupaten/kotapenerimapenyalurandana_hasil
pemotonganDanaDesa

(2)Dusitahapanpenyaluran

(3)Diisitanggaldanaditerima

(4)Diisijumlahdanayangditerima(dalamangka)

(5)Diisijumlahdanayangditerima(dalamhuruf)

(6)Duisinomorrekeningpenerimadana

(7)Diisinamarekeningpenerimadana

(8)Diisinamabankpenerimadana

(2)Diisitempat,tanggal,bulan,tahunpembuatansurat
|

(10)|Diisijabatanpenandatangan(kepalaDesa)

(11)|Diisitandatangan(kepalaDesa)

(12)|Diisinamapenandatangan(kepalaDesa)

NOMOR

Ji



H. FORMAT BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI SISA DANA
DESA DI REKENING KAS DESA DAN REKENING KAS UMUM DAERAH
KABUPATEN/KOTA

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 - 2018

Di REKENING KAS DESA
Nomor : BAR- /20XX (1)

Pada Hari ini Tanggal .... Bulan Tahun telah
diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun
2015 - 2018 antara Badan Pengelola Keuangan Daerah {atau yang dipersamakan)
dengan Desa/Kecamatan (2)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD} Kabupaten /Kota
(3) menerima salinan hardcopy pengembalian kumulatif Sisa Dana Desa

sejumlah Rp. (4) beserta rinciannya dengan tanda tangan KepalaDesa dan cap stempel basah dengan rincian sebagai berikut:
Penyaluran Sisa Sisa Dana Desa Sisa Dana

Penggunaan Dana Yang dianggarkan Desa Yang
Tahun

dari RKUD Dana Desa Desa pada Tahun akan disetor
di RKD Berikutnya ke RKUD
4)=(2)- 6)=(4)45(1) (2) (3) (
pai

)
(5) (6)=(4)-(5)

2015 Rp Rp Rp Rp Rp

2016 Rp Rp Rp Rp Rp

2017 Rp Rp Rp Rp Rp

2018 Rp Rp Rp Rp Rp

Kumulatif Sisa Dana Desa di RKD Rp Rp

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar konfirmasidan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara BPKAD dengan Kementerian
Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisaDana Desa yang diserahkan ke BPKAD sebagaimana tercantum dalam Berita
Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi
pembayaran kepada Pihak Ketiga disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

, (5)Desa (2)

Nama (6)

Petugas Rekon dari DPMD Petugas Rekon dari BPKAD

Nama Nama
(7)

(8)NIP NIP



Keterangan: Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi antara RED dengan RKUD

Nama Peyabat Kepala Desa dan Kecamatan

Nama & NIP Pejabat DPMD

Nama & NIP Pejabat BPKAD

l. Nomor BAR disesuaikan untukmempermudah administrsi di Pemda

2. Nama Desa dan Kecamatan

3. Nama Kabupaten/Kota
4. Kumuiatif Sisa Dana Desa

5. Loekasi dan tanggal

6.

7.

8.



BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 - 2019

DI REKENING KAS UMUM DAERAH
Nomor : BAR- / (Kode Kab/Kota) / (Kode KPPN)/20XX< (1)

Pada Hari ini Tanggal .... Bulan Tahun telah
diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun
2015 — 2019 antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah {atau yang
dipersamakan) dengan CKantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

(2)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten/Kota

(3) menyerahkan rekapitulasi salinan hardcopy pengembalian kumulatif Sisa
Dana Desa sejumlah Rp (4) beserta rinciannya dengan tanda
tangan Kepala BPKAD dan cap stempel basah dengan rincian sebagai berilut:

Penganggaran
Pagu Alokasi Kembali Tahun 55

Realisasi Penyaluran Berikutnya
Sisa Dana yangTahun (rincian ke RKD akan disetor

PMK/Keppres) (APBD tahun kembali
berikutnya)

"2015 | Rp Rp Rp Rp
2016 Rp Rp Rp Rp
2017 Rp Rp Rp Rp
2018 Rp Rp Rp Rp
2019 Rp Rp Rp Rp

Kumulatif Sisa Dana Desa di RKUD Rp (4)

Pihak BPKAD Kabupaten/Kota (3) bertanggungjawab penuh
terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa sebagaimana tercantum dalamBerita Konfirmasi dan Rekonsiliasi SisaDanaDesa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi
penyaluran ke Rekening Kas Desa disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

(S)
Petugas Rekon dari BPKAD Petugas Rekon dari KPPN

Nama (6) Nama (7)
NIP NIP



B. Format Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi
1. Penyedia Jasa Konsultan Pengkajian dan Perencanaan

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan.

Website -

Email
TIDENG PALE

Kode Pos : 77152

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA
PENYEDIA JASA KONSULTAN PENGKAJIAN DAN PERENCANAAN TAHUN :

Unit Kerja/OPD
Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan
No, Paket/No. RUP/Nama Paket
Lokasi Pekerjaan
Nilai Kentrak :

Nomor Kontrak : Tanggal :
JangkaWaktu Pelaksanaan : Hari. Tanggal : s.dPN

O
U

Aw
D
e

1. Penilalan Kinerja penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap :a Pekerjaan berang/jasa veng telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah tertma pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyediakepada PPK, untuk Pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemelihaaraan.c, Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penvedia.2. Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka} pada kolom yang sesuai.3. Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka

Mengetahui:
Tideng Pale,

Penilai,Kepala OPD/PA/KPA PPK

NamaNIP.
Nip.

Predikat Kinerja Penyedia
1. Buruk 0
2. Sangat Kurang : 1-60
3. Kurang : 61-70
4. Cukup : 71-805. Baik : 81-906. Sangat Baik :91-100

No. Aspek Kinerja Indikator Kinerja

Penilaian Nilai Akhir
Bobot Buruk Sangat

Kurang Kurang | Cukup | Baik Sangat
Baik(%) 1-60 61-70 71-80 81-

90
91-
100

(Nilai
Indikator x
Bobot} /

100

Administrasi
(15%}

Adminstrasi dan kelengkapan dalam
memenuhi administrasi pekerjaan (laporan —

laporan, produk perencanaan, dil).
Ketaatan dalam penyelesaian administrasi
keuangan (termin, pajak, jaminan, dil).
Kantor, studio, organisasi, dan sarana
prasarana perusahaan memadai untuk
melaksanakan pekerjaan.

Tenaga Ahli
dan Tenaga
Teknis (30%)

Tenaga ahli dan tenaga teknis yang
ditugaskan sesuai dengan yang diusulkan. 15

Tenaga ahli dan tenaga teknis memiliki
kemampuan sesuai dengan kualifikasi
pekerjaan

15

Kualitas dan
kuantitas

Produk (30%)

Hasil perencanaan memenuhi persyaratan,
standar dan kualitas sesuai dengan ketentuan
kontrak.

10

Kuantitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan
kontrak
Hasil perencanaan dapat diaplikasikan denganbaik dan tidak banyak perubahan/revisi. 10

Adanya inavasi dan alih teknologi dalam
perencanaan.

Jadwal dan
waktu (10%)

10 Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jangkawaktu pekasanaan yang ditetapkan dalam
kontrak.

11 Progress /prestasi pekerjaan sesuai denganjadwal dan tidak ada keterlambatan.

Prestasi
Laporan (15%)

12 Jadwal persentase laporan, Focus group
discussiob, konsultasi publik dilaksanakan
sesuai dengan rencana.

13 Kehadiran tenaga ahli selama prensentasi ,
focus garoup discussion, kunsultasi publicdapat terpenuhi.

14 Melaksanakan konsultasi rutin dengan
penggunaan jasa selama pelaksanaan
pekerjaan.
TOTAL NILAI AKHIR 100

PREDIKAT KINERJA PENYEDIA -Keterangan:

5

5

Ss

2

53

5

Ss4

5

Ss

5
Ss

yedia pada setiap aspek dani dikator dibe (nol)



II. FORMAT PENILAIAN KINERJA PENYEDIA
A. Format Penilaian Kinerja Penyedia Barang

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan

Website :

Email
TIDENG PALE

Kode Pos : 77152

LEMBAR PENILAIAN KINEJA PENYEDIA BARANG/JASA

1.

PENYEDIA BARANG
TAHUN :

1. Unit Kerja
2. Nama Perusahaan
3. Alamat Perusahaan
4. No. Paket/No. RUP/Nama Paket
5. Lokasi Pekerjaan
6. Nilai Kontrak :

7. Nomor Kontrak : Tanggal :8. JangkaWaktu Pelaksanaan : Hari. Tanggal : s.d

Penilaian Nilai Akhir
Sangat SangatNo. Aspek Kinerja Indikator Kinerja ie Buruk Kurang Kurang

| Cukup |
Baik

Baik in1 0 1-60 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-
Bobet

/

100 obot) / 100
1 Kelengkapan kantor : studio, Gudang, 5

kantor direksi, papan nama, sarana dan
prasarana untuk melaksanakan pekerjaan
sesuai kontrak, dll.

i Administrasi 2 Kepatuhan dalam penyelesaian 5
(15%) administrasi keuangan (termin, pajak,

jaminan,retribusi, dil}
3 Organisasi (pengurus, tenaga ahli, tenagya | 5

administrasi , tenaga teknis), perusahaan
memadai/sesuai kualifikasi

4 Pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka 15
Jadwal dan waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam

2 | Waktu (25%) kontrak5 Progress/prestasi pekerjaan sesuai jadwal 10
dan tidak ada keterlambatan.

6 Kualitas barang pekerjaan sesuai dengan 25
3 Kualitas dan sepesifikasi teknis dalam kontrak

kuantitas (50%} 7 Kuantitas barang sesuai dengan daftar 25
kuantitas dalam kontrak

8 Tenaga teknis yang ditugaskan sesuai 5
dengan ketentuan kontrak

. (trainer/petugas instalasi)
4

Tenaga telenia 9 Kemampuan/keahlian tenaga teknis 5(10%)
(trainer/petugas instalasi) memiliki
kemampuan dan kompetisi sesuai
ketentuan kontrak.
TOTAL NILAI AKHIR 100IE PREDIKAT KINERJA PENYEDIA -

Keterangan:

Penilalan Kinerja penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap :
a. Pekerjaan berang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyediakepada PPK, untuk Pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemelihaaraan.c, Pekerjean barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penvedia.2. Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai.3. Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, makapenilaian kinerja Penyedia pada setiap aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol).

Mengetahui: Tideng Pale,
Penilai,Kepala OPD/PA/KPA PPK

Nama
Nama

NIP. Nip.

Predikat Kinerja Penyedia
Buruk :0
Sangat Kurang : 1-60
Kurang : 61-70
Cukup : 71-80
Baik : 81-90
Sangat Baik : 91-100
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